
YOGYA (KR) - Dewan

Pengurus Pusat (DPP),

Konfederasi Serikat Pekerja

Nasional (KSPN) menggelar

Kongres II KSPN di

Ballroom LPP Garden Hotel

Yogyakarta, Rabu (15/2).

Salah satu agenda utama

kongres adalah pemilihan

Presiden KSPN periode

2023-2028, di samping

sidang-sidang yang memba-

has isu-isu ketenagakerjaan

terkini.

Kongres diikuti tak ku-

rang 125 delegasi dari

KSPN dan anggota afiliasi

KSPN yaitu, Federasi

Buruh Indonesia (FBI),

Federasi Serikat Pekerja

Mandiri Tanah Air (FSPM-

TA) dan FSPM Indonesia.

Sekretaris Jenderal

KSPN sekaligus ketua pani-

tia kongres, Ahmad

Mustaqim menuturkan,

melalui kongres ini KSPN

berharap pemerintah se-

makin memperhatikan hak-

hak pekerja dan buruh se-

suai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Selain itu meminta asosiasi

pengusaha untuk memper-

hatikan kesejahteraan para

pekerja dan buruh dengan

memberikan upah sesuai

kebutuhan hidup layak di

setiap daerah.

"Kami (KSPN) berkomit-

men pada visi dan misi orga-

nisasi yaitu terus memper-

juangkan kesejahteraan

pekerja dan buruh di

Indonesia," terang Mus-

taqim kepada wartawan di

sela kongres. 

Hadir dalam acara pem-

bukaan kongres antara lain,

Kresensia Harianja

(Kementerian Tenaga Kerja

RI) yang membuka kongres,

perwakilan Polda DIY, per-

wakilan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi DIY dan

kabupaten/kota serta per-

wakilan BPJS Ketenaga-

kerjaan DIY.

Menurut Mustaqim,

salah satu isu penting yang

dibahas dalam sidang kon-

gres adalah soal Peraturan

Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu)

Nomor 2 Tahun 2022 ten-

tang Cipta Kerja. Sikap

KSPN masih menolak atur-

an tersebut, lantaran masih

banyak pasal-pasal yang

merugikan pekerja dan bu-

ruh, utamanya soal kontrak

dan kompensasi.

Terkait dengan tantangan

digitalisasi industri yang

bisa menggeser peran ma-

nusia (diganti mesin oto-

masi), menurut, Mustaqim,

pihaknya tidak lupa mem-

berikan pelatihan kewira-

usahaan kepada para

anggotanya (pekerja, buruh)

melalui forum edukasi dan

diskusi.

"Diharapan mereka mem-

punyai bekal keterampilan

dan siap berwirausaha jika

sewaktu-waktu terdampak

pemutusan hubungan kerja,

sehingga mereka tetap bisa

menunjang ekonomi keluar-

ga," pungkasnya.      (Dev)-f
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Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Dinsosnaker-

trans) Kota Yogya Maryustion

Tonang, mengatakan sesuai keten-

tuan pekerja dengan masa kerja 0-

12 bulan wajib digaji minimal sesuai

upah minimum kota (UMK).

Sedangkan pekerja dengan masa

kerja lebih dari 12 bulan, perusa-

haan wajib memberikan upah ber-

dasarkan struktur dan skala upah.

"Dalam berbisnis ada tatanan dan

regulasi yang berisi hak dan kewa-

jiban. Tentunya amanat dari un-

dang-undang kita patuhi, hormati

dan diimplementasikan," ungkap-

nya, Rabu (15/2).

Oleh karena itu selama dua hari

pada 14-15 Februari 2023 pihaknya

mengundang 40 perusahaan untuk

mengikuti workshop terkait struk-

tur dan skala upah. Workshop terse-

but merupakan bagian mewujudkan

kewajiban perusahaan dalam mem-

pekerjakan pekerja. Setiap tahun pi-

haknya mengingatkan jajaran pe-

rusahaan terkait kewajibannya ter-

hadap pekerja. Dalam kegiatan

workshop tahun ini salah satunya

melibatkan manajemen Rumah

Sakit Panti Rapih karena pada

tahun 2022 mendapatkan penghar-

gaan nasional sebagai badan usaha

yang menerapkan struktur dan

skala upah. "Kami akan terus mela-

kukan pembinaan serta pendam-

pingan dalam menyusun struktur

dan skala upah," imbuhnya.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota

Yogya Sumadi SH MH, mema-

parkan ketentuan pengupahan de-

ngan struktur dan skala upah men-

gacu pada Undang-undang (UU)

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja. Terutama pada Bab Ketena-

gakerjaan Nomor 24 Pasal 88.

Kebijakan pengupahan di an-

taranya meliputi upah minimum

serta struktur dan skala upah.

Selain itu sesuai aturan turunan

UU Cipta Kerja yaitu Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun

2021 ditegaskan jika pengusaha se-

bagai pihak yang wajib menyusun

dan menerapkan struktur dan skala

upah di perusahaan dengan mem-

perhatikan kemampuan dan pro-

duktivitas perusahaan. "Kita punya

tugas untuk melaksanakan amanah

UU Cipta Kerja. Perusahaan harus

menyusun struktur dan skala upah.

Harapan kami struktur skala upah

disusun berdasarkan regulasi yang

ada. Misalnya berkaitan dengan ja-

batannya, kompetensi, masa kerja

dan pendidikan itu harus diperhi-

tungkan," paparnya.

Menurutnya jika struktur dan

skala upah tersusun dengan baik

maka bisa memberikan kontribusi

yang sebanding dengan yang sudah

diberikan perusahaan. Pekerja juga

bisa nyaman bekerja dan memberi-

kan unsur penting untuk pengem-

bangan perusahaan. Oleh sebab itu

pihaknya berharap antara perusa-

haan dan pekerja saling sinergi dan

bekerja sama agar perusahaan bisa

berkembang dan memberikan kese-

jahteraan bagi pekerja. (Dhi)-f

PERUSAHAAN DITUNTUT PAHAMI KETENTUAN PENGUPAHAN

Pemkot Kembali Ingatkan Struktur dan Skala Upah

YOGYA (KR) - Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Kota Yogya

kembali menggulirkan program

pelatihan keterampilan secara

gratis pada tahun ini. Warga Kota

Yogya sudah bisa melakukan pro-

ses pendaftaran melalui aplikasi

Jogja Smart Service (JSS).

Kepala Bidang Pengembangan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinsosnakertrans Kota Yogya

Erna Nur Setyaningsih, meng-

ungkapkan pendaftaran secara

online melalui aplikasi JSS sudah

dibuka sejak 7 Februari 2023 lalu.

"Targetnya sebanyak 260 pendaf-

tar di berbagai bidang pelatihan.

Nantinya peserta akan dibagi

pelatihan online sebanyak 40 pe-

serta dan offline 220 peserta," je-

lasnya, Rabu (15/2).

Total ada 12 jenis pelatihan

keterampilan yang dibuka secara

gratis. Salah satunya bahkan

dibuka dua angkatan yakni stir

mobil dan SIM A. Jenis pelatihan

lain yang diberikan antara lain

event organizer, komputer, men-

jahit dasar, menjahit terampil,

satpam, sosial media marketing,

tata rias kecantikan, barista, web

programmer dan cake and pastry.

Melalui kegiatan itu diharapkan

dapat menyiapkan calon tenaga

kerja yang siap kerja dengan ke-

mampuan sesuai kompetensi

yang dibutuhkan di dunia usaha

dan dunia industri.

Erna menambahkan, pelatihan

bisa diikuti warga Kota Yogya

pencari kerja usia 18-50 tahun.

Bahkan warga yang sudah be-

kerja namun ingin meningkatkan

kompetensinya juga bisa ambil

bagian. Sejumlah berkas yang

perlu diunggah antara lain KTP

Kota Yogya, kartu kuning, ijazah

terakhir serta pas foto ukuran 3x4

centimeter berwarna. Selain se-

leksi administrasi juga akan di-

lakukan tes tertulis sebelum diu-

mumkan calon peserta untuk

mengikuti pelatihan. 

"Untuk lama pelatihan secara

online butuh waktu sekitar sepu-

luh hari sedangkan untuk pelati-

han secara offline hanya memer-

lukan empat hari pelatihan," im-

buhnya.

Di samping itu, pihaknya tidak

hanya berhenti memberikan

pelatihan namun setelahnya

akan dilakukan monitoring se-

cara berkala. Tujuannya untuk

mengetahui keberhasilan rintisan

usaha yang sudah dilakukan atau

kondisi status pasca pelatihan.

Sementara Sub Koordinasi

Kelompok Substansi Pelatihan

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans Kota Yogya

Fendi Widiyanto, menambahkan

berdasarkan tren tahun lalu bebe-

rapa pelatihan yang dilakukan

Pemkot Yogya ini memiliki minat

tinggi dari masyarakat. Terutama

pelatihan stir mobil dan SIM A,

event organizer, barista serta cake

and pastry. Namun ada juga

pelatihan yang mundur dari

tatakala karena kuota peserta

belum terpenuhi seperti pelatihan

Satpam, web programer serta

komputer. ''Harapannya untuk

pelatihan di tahun ini semua kuo-

ta terpenuhi. Sehingga warga

Kota Yogya dapat memanfaatkan

pelatihan ini sebagai jembatan

untuk meningkatkan skill dalam

menghadapi dunia kerja," ujar-

nya. (Dhi)-f

KONGRES II KPN DI YOGYAKARTA

Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja dan Buruh

KR-Devid Permana

Ahmad Mustaqim

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mengingatkan
jajaran perusahaan di Kota Yogya terkait ketentuan
pengupahan. Terutama menyangkut kewajiban dalam
menerapkan struktur dan skala upah.

PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI JSS

Dinsosnakertrans Gulirkan Pelatihan Keterampilan

YOGYA (KR) - Dalam rangka Musya-

warah Wilayah  Nasyiatul Aisyiyah (Musywil

NA) DIY periode 2022-2026 dengan tema

'Perempuan Berdaya untuk DIY Berke-

majuan', diadakan Musyawarah Kerja Wila-

yah (Musykerwil) III di Gedung Muhamma-

diyah DIY di Gedongkuning Yogyakarta,

belum lama ini.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muham-

madiyah DIY Dr H Untung Cahyono MHum

saat membuka acara menyampaikan, aktivis

Nasyiatul Aisyiyah tidak boleh ketinggalan

dalam hal informasi. "Selain itu tetap terus

memelihara dan melaksanakan peran dalam

masyarakat," kata Untung.  Pihaknya men-

dukung aktivis NA yang terlibat dalam

banyak hal, terlebih bidang politik dan peme-

rintahan.

Untung berharap seluruh anggota

Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PW-

NA) DIY untuk selalu jujur. "Modal ucapan

jujur sangat penting dan kita harus punya

sikap yang jelas dan jujur dalam berkata," ka-

ta Untung.

Dalam kegiatan kali ini, peserta

Musykerwil III PWNADIY memilih 27 nama

dari 45 calon sementara PWNAperiode 2022-

2026 dengan lima saksi dari PDNA se-DIY.

Calon Anggota Tetap PWNA DIY Periode

2022-2026 adalah Amalia Ulinnuha, Anisa

Ika Purnamasari, Annisa Khoiriyah, Devi

Trianasari, Dewi Mahmudah, Eka Anisa

Sari, Ella Yussy Dwi Astuti. Juga  ada nama

Faizatunnisa Khoiroti, Fathonah, Fatimah

Zahro, Fiya Ma'arifa Ulya, Ginanjar Zukhruf

Saputri, Himmatun Nafida Noor Afifa,

Imastuti Tricahyani, Intarti, Iva Fauziah,

Juwanti, Lisanti Budi Siswanto. Serta

Maulida Masruroh, Nur Ika Pujiastuti, Nurul

Qamariyah, Ramadhani Uswatun, Khasa-

nah, Rheviana Dian Miranti, Rina Lusiana

Ariyanti, Syahdara Anisa Makruf, Wikanti

Iffah Juliani dan Winda Susra.

Ketua PWNA DIY Nunung Damayanti

menjelaskan, kegiatan ini untuk memilih

calon tetap PWNAperiode 2022-2026.(Feb)-f

Musykerwil III PWNA DIY 
Tetapkan 27 Nama Calon Tetap


